
 

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN 
NOMOR  06 TAHUN  2011 

 

TENTANG 
 

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PESAWARAN, 
 

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 04 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 
Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran sebagai 
implementasi  Peraturan  Pemerintah Nomor 38 Tahun 
2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 
setelah dilakukan evaluasi kelembagaan perlu dilakukan 
peninjauan kembali sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; 

 

b. bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan 
dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih 
berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan 
kembali Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 
Teknis  Daerah Kabupaten Pesawaran dengan Peraturan 
Daerah;  
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang   Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran  
Negara  Republik Indonesia  Nomor   3041) sebagaimana 
telah diubah  dengan  Undang-Undang Nomor 43 Tahun 
1999  (Lembaran Negara  Republik Indonesia  Tahun 1999    
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3890); 
 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

 
 
 
 



 

 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia         
Nomor 4389); 
 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia  Nomor   4437) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah  terakhir dengan  Undang-
Undang  Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4844); 
 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  4438); 

 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007      
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4749); 

 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 4737); 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007  Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang 
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010  Nomor 9, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5094); 
 
 



 

 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat 
Daerah; 

 
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja 
Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

 
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 

tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit 
Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah; 
 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 01 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008   
Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Pesawaran Nomor 01); 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
 KABUPATEN PESAWARAN 

dan 
BUPATI PESAWARAN 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN 

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS 
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan  Daerah Kabupaten Pesawaran. 

3. Bupati adalah Bupati Pesawaran. 

4. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom 
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 

 



 

 

5. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh 
pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah 
Kabupaten Pesawaran yang bertanggung jawab kepada Bupati dan 
membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan yang terdiri dari 
sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, 
kecamatan dan kelurahan. 

7. Dewan   Perwakilan   Rakyat  Daerah yang selanjutnya disebut DPRD 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran. 

8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran yang 
selanjutnya disebut SEKDA KABUPATEN. 

9. Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur pendukung Kepala 
Daerah yang berbentuk Inspektorat, Badan atau Kantor. 

10. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga-Lembaga Teknis Daerah 
Kabupaten Pesawaran. 

11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut 
BAPPEDA adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten 
Pesawaran. 

12. Inspektorat  adalah Inspektorat Kabupaten Pesawaran. 

13. Badan Kepegawaian dan Diklat adalah Badan Kepegawaian dan Diklat 
Kabupaten Pesawaran. 

14. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Badan 
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten 
Pesawaran. 

15. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan 
Politik Kabupaten Pesawaran. 

16. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Badan 
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten 
Pesawaran. 

17. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah adalah Kantor Arsip dan 
Perpustakaan Daerah Kabupaten Pesawaran. 

18. Kantor Lingkungan Hidup adalah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten 
Pesawaran. 

19. Kantor Ketahanan Pangan adalah Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten 
Pesawaran. 

20. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kantor 
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten 
Pesawaran. 

21. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SAT. POL. PP adalah 
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesawaran. 



 

 

22. Unit Pelaksana Teknis  adalah Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan 
Daerah Kabupaten Pesawaran. 

23. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada 
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran. 

 
BAB II 

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 
 

Bagian Kesatu 
Pembentukan 

 

Pasal 2 
 

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 
Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran. 
 

(2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah : 

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 

b. Inspektorat; 

c. Badan Kepegawaian dan Diklat; 

d. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; 

e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 

f. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; 

g. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah; 

h. Kantor Lingkungan Hidup; 

i. Kantor Ketahanan Pangan; 

j. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu. 

k.  Satuan Polisi Pamong Praja. 
 

Bagian Kedua 
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 

 

Paragraf 1 
Kedudukan 

 

Pasal 3 
 

(1) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah.  
 

(2) Lembaga Teknis Daerah yang  berbentuk Inspektorat dipimpin oleh 
Inspektur, yang  berbentuk Badan dipimpin oleh Kepala Badan, yang  
berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor dan Satuan Polisi Pamong 
Praja dipimpin oleh Kepala satuan. 

 


